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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kiai sering diartikan sebagai seseorang yang memilki ilmu agama yang 

tinggi dan memiliki Pondok Pesantren, oleh karena itu menurut Zamachsyari Dofier 

Kiai adalah gelar kehormatan dari masyarakat yang disematkan kepada seseorang 

ahli agama Islam atau seorang pimpinan Pondok Pesantren yang memiliki 

kemampuan mengajarkan ilmu agama melalui kitab-kitab klasik kepada santri-

santrinya.1 Sedangkan menurut Saiful Akhyar Lubis Kiai adalah tokoh utama dalam 

suatu Pondok Pesantren atau pemimpin Pondok Pesantren, yang maju mundurnya 

Pondok Pesantren ditentukan oleh wibawa dan kharisma sang Kiai tersebut.2.  

Istilah Kiai dianggap lebih populer digunakan di kalangan santri dibanding 

istilah ulama. Namun pada hakikatnya antara istilah Kiai dan ulama berlaku kaidah 

“umum khusus muthlaq”, yang artinya bahwa setiap Kiai adalah ulama tetapi tidak 

setiap ulama adalah Kiai. Hal itu disebabkan bahwa Kiai selalu diidentikkan dengan 

pesantren dan santri sementara ulama hanya orang yang memiliki keilmuan agama 

yang tinggi meskipun tidak memiliki Pondok Pesantren. Oleh karena itu Kiai 

biasanya akrab dengan tugas-tugas keagamaan di tengah masyarakat karena Kiai 

                                                 
1 Zamachsyari Dofier, Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kiai (Jakarta 

LP3ES, 1992) hlm. 55 

2 Saiful Akhyar Lubis, Konseling Islami Kiai dan Pesantren, (Yogyakarta, eL-SAQ Press, 

2007), hlm. 169. Lihat juga Nurhayati Djamas, Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca 

kemerdekaan (Jakarta : PT Raja Grafinda Persada, 2008), hlm. 55. 
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dikenal sebagai orang yang ahli tentang agama Islam dan pembimbing umat. 

meskipun sesungguhnya pengertian Kiai tidak sebatas itu.3 

Kajian tentang Kiai sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang baru. Istilah “Kiai” 

untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Clifford Geertz yang menjelaskan bahwa 

sosok ulama dan Kiai adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.4 Sementara 

Hiroko Horikoshi membedakan penggunaan istilah “Kiai” dari “ulama” pembedaan 

tersebut berangkat dari fungsi yang diperankannya,.5 menurutnya ulama lebih 

memerankan fungsi-fungsi formal, sedangkan Kiai cenderung memerankan fungsi 

kultural-tradisional yang memiliki kharisma begitu tinggi dan kemampuan yang 

luar biasa6 yang menurut Horikoshi bahwa Kiai merupakan tokoh pemimpin 

karismatik dalam bidang agama.7 

Kiai memiliki posisi dan peran yang sangat penting dalam Islam dan dalam 

kehidupan kaum Muslimin Indonesia. Mereka dianggap sebagai pewaris Nabi 

dalam menyampaikan ajaran Islam. Karenanya mereka memiliki posisi terhormat 

diantara kaum muslimin, dan fatwa-fatwa mereka secara meyakinkan dianggap 

sebuah aturan yang mengikat dalam berbagai masalah kehidupan kaum muslimin 

                                                 
3 Fatimah Zuhrah. Pergeseran Posisi Dan Peran Kiai Di Tengah Perkembangan Sosial 

Budaya Masyarakat Pada Masyarakat Melayu Di Tanjungpura Langkat. Dalam jurnal Al-Hikmah 

http//www.journal.alhikmahjkt.ac.id/index.php/HIKMAH/article/.../58/40. Diakses Pada Tanggal 5 

januari 2018 Pukul 23.00 WIB. 

4 Clifford Geertz, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa ; Terjemahan Bahasa 

Indonesia Oleh Aswab Mahasin, (Jakarta : Pustaka Jaya. 1981). hlm.. 76 

5 Hiroko Horikoshi. Kiai dan Perubahan Sosial. (Jakarta : LP3ES. 1987). hlm. 123 

6 Miftah Fadir, Peran sosial politik Kiai di Indonesia. Jurnal Mimbar volume XIX No. 2 April 

- Juni 2003 : hlm. 195 - 196 

7 Nurlatipah Nasir. Kiai Dan Islam Dalam Mempengaruhi Perilaku Memilih Masyarakat Kota 

Tasikmalaya. Rubrik Kyiai dan Islam (Jakarta : Jurnal Politik Profetik Volume 6 Nomor 2 2015). 

hlm. 30  
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terlebih masalah agama.8 Oleh karena itu keberadaan Kiai dalam kehidupan 

masyarakat kaum muslimin dipandang sebagai orang yang mampu memhami ajaran 

Islam dari sumber-sumber ajaran Islam, yakni al-qur'an dan hadits. Keberadaan 

mereka juga dianggap sebagai representasi manusia yang harus dicontoh karena 

kedalaman pengetahuan dan ketinggian akhlaknya.  

Namun disamping perannya dalam kehidupan keagamaan (peran agama), 

Geertz juga menjelaskan bahwa Kiai juga memiliki peran dalam kehidupan sosial-

budaya (peran sosial) termasuk peran peradaban masyarakat yang eksistensinya 

dianggap sebagai penyanggah dari civilization state (peradaban negara) yang 

bermartabat, dan bermoral.9 Ketika Kiai memiliki peran sosial, maka setidaknya 

Kiai memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan sosial masyarakat disekitarnya, 

salah satunya adalah membangun tatanan sosial masyarakat yang bermoral, 

berkepribadian dan sejahtera. Oleh karena peran tersebutlah seorang Kiai terkadang 

dituntut untuk dapat berinteraksi secara intens dengan masyarakat luas agar dapat 

memaksimalkan peran sosialnya. 

Kenyataan di atas terkadang menimbulkan persepsi bahwa Kiai memiliki 

kekuatan dan pengaruh moral yang besar dihadapan masyarakat. Tetapi mayoritas 

Kiai tidak tertarik untuk menerjemahkan kekuatan dan pengaruhnya dalam 

kehidupan sosial. Hal tersebut dikarenakan alasan-alasan doktriner dan teologis 

yang mendasar. Sepertihalnya banyak para Kiai yang terlalu fokus mengurus 

lembaga pendidikannya sehingga ia melupakan peran sosialnya dengan alasan 

                                                 
8 Abdurahman Wahid, Muslim di Tengah Pergumulan, (Jakarta, Pustaka Leppenas. 1981). 

hlm. 11   

9 Clifford Geertz, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa ; Terjemahan Bahasa 

Indonesia Oleh Aswab Mahasin, (Jakarta : Pustaka Jaya. 1981). hlm. 173   
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kemaslahatan lembaga dan demi majunya lembaga yang ia pimpin. Namun tidak 

sedikit Kiai yang justru menyibukkan dirinya dengan peran sosialnya di masyarakat 

sehingga ia melupakan peran keagamaannya dan kelembagaannya di Pondok 

Pesantren. 

Diantara peran sosial Kiai adalah perannya dalam dunia politik, peran politik 

Kiai dapat diartikan sebagai kemampuan seorang Kiai dalam menerjemahkan sikap 

politiknya untuk kemaslahatan umat, kesejahteraan sosial dan membentuk tatanan 

sosial-politik yang bermoral. Oleh karena itu dewasa ini hampir semua Kiai telah 

menyadari perannya tersebut meskipun dalam gambaran sikap atau perilaku politik 

yang variatif, Pertama, ada yang mengekpresikan sikap dan perilaku politiknya 

secara tidak langsung, ia cukup memerhatikan dan mengingatkan penguasa dan 

masyarakat agar bertindak sesuai dengan nilai-nilai keIslaman yang sejalan dengan 

pemahaman mereka tentang Islam itu sendiri. Karena bagi mereka hubungan antara 

agama dan politik adalah hubungan tentang bagaimana mentransformasikan nilai-

nilai Islam kedalam dunia politik, Kedua, ada yang terjun kedalam politik secara 

langsung atau hanya sekedar menjadi legitimator politik. Hal tersebut dibuktikan 

dengan menjadi pengurus partai, anggota legislatif dan kepala daerah, atau dengan 

melegitimasi tokoh-tokoh politik yang dianggap akan membawa perubahan sosial 

di masyarakat yang lebih maju dan bermoral. Semuanya mereka lakukan karena 

menurut mereka politik adalah bagian dari agama yang tidak dapat terpisahkan. 

Ketiga, ada yang tidak terlalu peduli terhadap kehidupan politik, cukup bagi mereka 

sebagai warga negara yang memiliki hak pilih dan memilih pemimpin sesuai denga 

kehendaknya tanpa harus melegitimasi ataupun terjun kedalam dunia politik, 
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karena bagi mereka agama adalah hal lain dan politik adalah hal lain dengan kata 

lain agama harus dipisahkan dari kehidupan politik. Oleh karena itu sejarah sosial 

politik Indonesia memperlihatkan bahwa tradisi politik Indonesia dibangun di atas 

relasi kuat antara Kiai sebagai tokoh spiritual masyarakat di satu sisi dan penguasa 

sebagai pelindung masyarakat di sisi lain  

Perilaku politik dapat diartikan sebagai sebuah tindakan ataupun kegiatan 

yang berhubungan dengan proses politik, dimulai dengan pembuatan keputusan 

politik hingga pelaksanaan kegiatan politik.10 Menurut Robert K Carl perilaku 

politik adalah suatu telaah mengenai kelakuan manusia dalam situasi politik.11 

Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan 

keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobi dan 

sebagainya. Bahkan menurut Ramlan Surbakti, secara terminologi perilaku politik 

adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, lembaga-lembaga dengan 

pemerintah, dan interaksi antara kelompok individu dengan masyarakat dalam 

rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik.12  

Tercatat dalam sejarah Indonesia, setelah beberapa tahun Soeharto memimpin 

negara dan mampu meredam konflik G30S-PKI, sekitar tahun 1969 sampai tahun 

198013 terjadi ketegangan politik antara umat Islam dan tokoh-tokoh umat Islam 

dengan pemerintah Orde Baru. Pada era ini Islam dianggap sebagai pesaing 

kekuasaan yang dapat mengusik basis kebangsaan negara. Hal tersebut 

                                                 
10 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik. (Jakarta: Grasindo, 1999) hlm 130 

11 Rusadi Kantra Prawir. Sistem Politik Indonesia. (Jakarta, CV. Rajawal, tt) hlm. 140  

12 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik,………….. hlm. 20. 

13 Karna di akhir periode jabatan Suharto sekitar era tahun 1980 hingga reformasi bergejolak, 

Umat Islam mulai mendapatkan posisi untuk menyuarakan wacana politik dan pergerakan dari 

pemerintah, karena sudah tidak dianggap lagi sebagai “pesaing” dan “lawan” politik pemerintah 
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mengakibatkan negara menghalangi dan melakukan pengekangan terhadap gerak 

ideologi politik Islam. Dikembangkan suatu persepsi di kalangan birokrasi 

pemerintah bahwa Islam merupakan ancaman bagi kelangsungan jalannya 

pemerintah. Tekanan dan intimidasi kepada umat Islam terus digalakkan, 

pelarangan memakai jilbab di sekolah, penghapusan libur pada bulan Ramadan,14 

pengurusan izin kegiatan keIslaman dipersulit, bahkan tidak jarang seorang da’i 

atau mubalig yang sedang berceramah diminta turun dari mimbar dengan paksa 

oleh aparat karena dianggap merongrong kewibawaan pemerintah.15   

Pemerintahan Orde Baru pun berhasil mengesankan sebagai pemerintahan 

yang menggunakan dan mematuhi hukum. Padahal dalam kenyataannya hukum 

dibuat untuk melayani kekuasaan semata. Konskuensinya sistem politik demokratis 

yang ditegakkan hanyalah topeng belaka, karena pada hakekatnya yang berdiri 

adalah despotisme. Despotisme mempunyai ciri khas yaitu konsentrasi kekuasaan 

atau sang pemimpin, serta memusuhi setiap upaya yang mengarah pada 

pemberdayaan dan otonomi/kemandirian individu maupun kelompok dan 

organisasi dalam masyarakat.16 Pada masa ini peran politik tokoh agama seperti 

para Kiai ditekan sekuat mungkin untuk tidak dapat bermain dalam ranah politik 

                                                 
14 Abdul Azis Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru...., hlm. 26 

15 Ada kejadian menarik yang terjadi kepada tokoh agama orde baru seperti Sjafruddin 

Prawiranegara dan A.M. Fatwa. Kala itu, penguasa Orde Baru memberi syarat kepada dua orang 

yang akan menjadi khatib shmlat Idul Fitri, yaitu Sjafruddin Prawiranegara dan A.M. Fatwa, agar 

menyerahkan teks khutbahnya kepada panitia untuk dicek sebelum disampaikan. Ini dilakukan 

karena penguasa menganggap khutbah kedua tokoh ini biasanya memancing emosi masyarakat 

untuk melawan pemerintah. Dan masih banyak lagi kejadian serupa pada masa rezim orde baru yang 

berkaitan dengan tekanan terhadap tokoh agama, muballigh, khotib dan da’i. 

16 Muhammad AS. Hikam ”Politik Hukum di Indonesia dalam Konteks Reformasi dan 

Demokrasi”....., hlm. 12. 



    132 

 

 

 

karena dikhawatirkan dapat mengancam stabilitas pemerintahan.17 Yang pada 

akhirnya para Kiai lebih kepada menerima keadaan untuk tidak ikut campur dalam 

arena politik baik18 sebagai tokoh politik maupun hanya sebagai legitimator bahkan 

mengeluarkan aspirasi politik pun rasanya sangat berbahaya. Sikap para Kiai 

tersebut dilakukan demi kemaslatan umat Islam itu sendiri.  

Umat Islam didorong dan dibiarkan melakukan ibadah atau pemerintah 

bersikap netral dalam persoalan ibadah, tetapi bertindak tegas terhadap setiap 

kemungkinan perlawanan umat Islam.19 Oleh karena itu keragaman sikap pesantren, 

terutama para Kiainya, dalam merepons situasi politik pada masa Orde Baru cukup 

dinamis. Terjadi beberapa daerah dimana lembaga pendidikan keagamaan, 

pesantren, eksis cukup banyak, terutama di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. 

Selain itu, kendati dikatakan oleh banyak kalangan bahwa otoritas Kiai sangat kuat 

dalam sebuah pesantren, namun dalam persoalan pilihan politik hal itu tidak selalu 

                                                 
17 Beberapa Ulama yang ditangkap oleh pemerintah karena dianggap melawan pemerintah 

adalah, Abuya Dimyati  Pimpinan sebuah pesantren di Cidahu Banten, menjelang Pemilu 1977, pada 

14 Maret 1977, ditangkap polisi dan divonis bersalah dan dihukum penjara selama enam bulan 

karena telah menyuarakan bahwa Pemerintah itu RI, bukan Golkar. Daud Beureueh ulama paling 

berpengaruh di Aceh, pada tanggal 1 Mei 1978 ditangkap dan dibawa ke Jakarta karena dianggap 

mendirikan pasukan jihad. Penangkapan Amir Biki dan pmbantaian umat Islam di tanjung Priok 

pada tanggal 12 September 1998, dan lain-lain 
18 Hml terebut dapat penulis telusuri dalam hasil wawancara pada tanggal 13 November 2020 

dalam acara pengajian di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Wafi Tasikmalaya, dengan salah satu 

tokoh Kiai Garut Ceng Najib salah satu Pimpinan Pondok Pesantren Fauzan Garut, beliau 

menjelaskan bahwa zaman orde baru para Kiai baik di Garut dan Tdi asikmalaya benar-benar ditekan 

untuk mendukung Golkar. Namun pada waktu itu terdapat dua sikap ijtihad para Kiai. Pertama tidak 

ikut bergabung karena ia merasa bahwa apabila ia gabung dengan Golkar maka para pengikutnya 

akan ikut bergabung juga dan itu sebuah kesalahan. Kalaupun melawan pemerintah maka ia tidak 

memiliki kekuatan apapun. Yg akhirnya dia hanya diam dan mengasingkan diri di sebuah pondok 

pesantren yang didirikan di tengah hutan agar terjauh dari hiruk pikuk politik. Kedua, ikut bergabung 

kedalam Golkar dengan maksud menyelamatkan umat, daripada umat dhabisi pemerintan dan ia 

ditekan atau dipenjarakan oleh pemerintah maka ia tidak dapat lagi melanjutkan dakwahnya. Dan 

pada akhirnya ia terpaksa bergabung dengan Golkar. 

19 H. Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda Het Kantoor voor Inlandsche zaken, 

(Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 199. 
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berjalan lancar tanpa tekanan. Namun meskipun mendapat tekanan dari pemerintah 

pada masa ini banyak partai Islam yang mewakili aspirasi para kalangan umat Islam 

dan Kiai. Sampai tahun 1971, ketika pemilihan umum pertama kali diadakan pada 

awal masa Orde Baru, afiliasi politik Kiai relatif mudah diidentifikasi. Hal ini bisa 

dilihat dari besarnya dukungan para Kiai dan pesantren pada partai Nahdlatul 

Ulama, disamping dukungan Kiai dan pesantren pada partai-partai Islam yang lain 

seperti Parmusi, Perti, dan PSII.20  

Namun peran politik Kiai di Indonesia mulai mendapatkan angin segar para 

periode terakhir rezim Orde Baru yaitu sekitar tahun 1980-an itupun setelah umat 

Islam dianggap menerima Pancasila sebagai asas tunggal, pemerintahan Orde Baru 

baru melangkah secara perlahan-lahan mengambil kebijaksanaan yang akomodatif 

21 Islam dan umat tidak “lagi” dipinggirkan dan disudutkan dari kekuasaan politik 

sehingga ajaran-ajarannya mulai dirasakan manfaatnya bagi kepentingan 

pembangunan dan kehidupan bangsa Indonesia. Besarnya peluang atau 

dilonggarkannya umat Islam dalam mengembangkan wacana politiknya serta 

munculnya kebijakan-kebijakan yang dianggap positif bagi sebagian besar umat 

Islam baik bersifat struktural, legislatif, infrastruktural dan kultural.22 Melihat 

kenyataan di atas, para Kiai mulai sedikit menyatukan suara untuk berafiliasi 

                                                 
20 M. Asfar. Perilaku Nonvoting di Bawah Sistem Kepartaian Hegemonik. (Jogjakarta : 

Gadjahmada Press 1998). hlm. 31 

21Sebagian orang tidak sependapat dengan istilah politik akomodatif, lebih cenderung melihat 

pola hubungan tersebut dalam bentuk satu arah dan Islam digunakan pemerintah (presiden) untuk 

memobilisasian dukungan. Jadi Islam lebih banyak dimanfaatkan. Lihat Afan Gaffar, “Islam Dan 

Poltik Dalam Orde Baru Mencari Bentuk Artikulasi Yang Tepat” dalam Asep Gunawan (Ed.), 

Artikulasi Islam Kultural dari Tahap Moral ke Periode Sejarah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 

2004), hlm. 272. 

22 Bahtiar Effendy, Teologi Baru Politik Islam., Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi...., 

hlm. 35.  
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kedalam partai politik untuk ikut andil dalam menetukan kebijakan pemerintah, 

Afiliasi politik para Kiai pada masa ini, baik langsung maupun tidak, lebih banyak 

berpihak kepada partai Islam, yang saat itu diwakili oleh PPP setelah bersatunya 

kembali partai-partai Islam yang sebelumnya eksis di awal-awal masa Orde Baru.. 

Kebijakan pemerintah Orde Baru tentang mengakomodasi Islam dan para 

tokohnya dalam pergulatan politik terjadi karena pemerintah Orde Baru saat itu 

menyadari bahwa umat Islam merupakan kekuatan politik yang potensial. Jika 

negara menempatkan Islam sebagai outsider maka konflik akan sulit dihindari yang 

akhirnya akan membawa imbas terhadap keutuhan NKRI. Menurut Bahtiar 

Effendi23 bahwa bergesernya sikap politik Soeharto yang lebih cenderung ke Islam, 

karena selama dua puluh lima tahun terakhir, umat Islam mengalami proses 

mobilisasi sosial-ekonomi dan bangkitnya kelompok intelektual muslim dari 

generasi muda muslim yang mengenyam pendidikan tinggi dalam dan luar negeri 

pada perguruan tinggi yang berkualitas yang tidak pernah diperoleh pada masa 

sebelumnya. Sejumlah nama yang dapat disebutkan di sini, misalnya M. Amien 

Rais, A. Syafii Maarif, Yahya Muhaimin, Jamaluddin Ancok, Abdurrahman Wahid, 

Nurcholis Madjid, Johan Effendi, Sri Bintang Pamungkas, Aswab Mahasin, dan 

masih banyak lagi sejumlah nama lain. Mereka tertransformasikan ke dalam entitas 

level menengah, baik secara sosial, ekonomi maupun politik. 

Umat Islam telah mengalami transformasi intelektual dan aktivisme yang 

semula bersifat legalistik-formalistik menjadi lebih substansialistik.24 Sehingga 

                                                 
23 Bahtiar Effendy, Teologi Baru Politik Islam., Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi...., 

hlm. 41 
24 Acep Aripudin, Brigade Tholiban: Politik Lokal Santri Antara Kepentingan Dakwah Dan 

Tuntutan Ekonomi (Dalam Jurnal Millah Vol XII, No. 2, Februari 2013). hlm. 335 
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pemerintah Orde Baru sudah menganggap bahwa Islam di Indonesia bukan lagi 

sebagai kekuatan yang dapat mengancam stabilitas politik nasional. Bahkan, 

pemerintah Orde Baru mencari dukungan dari umat Islam itu sendiri. Meskipun 

pemerintah menjadikan umat Islam sebagai obyek dan dimanfaatkan untuk tujuan 

politiknya.  

Keuntungan umat Islam dari fenomena tersebut mampu menjadikan dirinya 

sebagai subyek melakukan integrasi ke dalam lingkar kekuasaan, terbukti dengan 

keberhasilan umat Islam membuat jaringan dakwah hingga menembus lapisan 

kekuasaan tertinggi, yakni Presiden.25 Tujuan perpolitikan Islam dan modus dalam 

berpolitik pada masa ini, tidak lagi seperti generasi kepemimpinan pasca 

kemerdekaan yang menghendaki Islam sebagai dasar negara, akan tetapi bagaimana 

Islam memperoleh representasi yang wajar dan proporsional sesuai dengan 

besarnya potensi umat Islam, dan bukan lagi menempati pada posisi pinggiran 

sebagaimana pada masa awal Orde Baru sampai dengan pertengahan tahun 1980-

an.26 

Puncaknya kejadian jatuhnya pemerintahan rezim Orde Baru pada Mei 1998, 

menjadi awal babak baru bagi perpolitikan Indonesia khususnya perpolitikan Islam 

yang direpresantikan oleh para tokoh Islam seperti Kiai dan ulama. Era tersebut 

dikenal dengan era reformasi yang dipandang sebagai awal periode demokrasi 

dengan sistem politik yang terbuka dan liberal. Reformasi adalah perubahan 

terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu negara. Reformasi lahir setelah 

                                                 
25 “Romantika Politik Islam Masa Orde Baru”, dalam http:// serbasejarah.com/ 2009/ 12/17/ 

romantika-politik-Islam-masa-orde-baru/. Diakses tanggal 19 Mei 2019 

26 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Pemikiran Politik Islam di 

Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1998), hml. 46-47 
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negara mengalami krisis yang melanda berbagai aspek, mulai dari ekonomi, politik, 

hukum, kepercayaan, dan bahkan kebutuhan pokok.  

Demokrasi pasca reformasi dianggap telah dimaknai secara hakiki, setiap 

orang diberikan kebebasan dalam mengutarakan pendapat baik secara individu, 

kelompok, organisasi, dan lain-lain. Tidak ada lagi sekat agama, budaya, etnis, ras 

dan lain-lain. Hal ini menjadi angin segar bagi seluruh kalangan aktivis agama, 

budaya, politik, HAM, dan lain-lain yang selama ini mendapat tekanan sengit dari 

pemerintah rezim Orde Baru. Perbaikan-perbaikan sistem ketatanegaraan mulai 

dibangun yang dampaknya hak rakyat pada masa ini terus benar-benar 

diperjuangkan. Salah satu perubahan besar yang terjadi pasca-reformasi adalah 

pembatasan kekuasaan presiden. Pada era Orde Baru, Soeharto dapat dipilih 

berkali-kali sebagai presiden tanpa ada periode pembatasan. presiden dipilih secara 

langsung, tidak lagi dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Sidang 

Umum MPR. Kemudian, terdapat sejumlah perubahan lembaga negara seperti 

dihilangkannya Dewan Pertimbangan Agung sebagai penasihat presiden, 

berdirinya Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi 

Yudisial.27  

Salah satu undang-undang yang benar-benar lahir untuk memenuhi hak 

rakyat di daerah adalah munculnya undang-undang tentang otonomi daerah, ia 

menjadi salah satu produk reformasi yang berasal dari tuntutan mahasiswa dalam 

Gerakan Reformasi 1998. Kebijakan mengenai otonomi daerah merupakan amanah 

                                                 
27https://jeo.kompas.com/20-tahun-reformasi-catatan-perubahan-indonesia-di-bidang-politik. 

Diakses pada tanggal 15 November 2020 Pukul 20.00 WIB 

https://jeo.kompas.com/20-tahun-reformasi-catatan-perubahan-indonesia-di-bidang-politik
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amandemen kedua UUD 1945, tepatnya pada Pasal 18. Pasal itu mengatur bahwa 

kedaulatan pemerintahan daerah diakui. Konsekuensinya, pemerintah bersama 

DPR segera menyusun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. Aturan ini secara lebih detail mengatur bahwa daerah dapat 

secara optimal mengelola sumber daya alamnya. Selain itu, otonomi daerah juga 

berdampak terhadap proses elektoral di daerah. 

Pada masa ini politik Islam boleh dikatakan mencapai titik pijak yang sangat 

kuat. Kebangkitan politik Islam ditandai oleh beberapa fenomena yang hampir tidak 

muncul ke permukaan pada masa Orde Baru. Di Era ini banyak muncul gairah 

pendirian oramas-ormas Islam, gerakan-gerakan sosial-politik keagamaan seperti 

Front Pembela Islam (FPI), Majlis Mujahidin Indonesia (MMI), Brigade Taliban 

(BT), Forum Umat Islam (FUI), dan lain-lain hingga munculnya pembentukan 

partai politik berbasis Islam. Tercatat bahwa menjelang PEMILU 1999 sudah 

terdapat 35 buah partai Islam yang mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman. 

Setelah diadakan seleksi oleh Tim Sebelas, yang lolos sebagai kontestan pemilu 

1999 sebanyak 20 partai Islam dari 48 partai politik yang mendaftar diantaranya 

adalah PK, PKB, PAN, PBB, PBR, PKNU, dan lain-lain. Partai Islam mendapat 

suara yang cukup signifikan, yakni 35,5% dari total suara sah pada pemilu 1999.28  

Sebagian partai-partai politik berbasis Islam di awal-awal pasca reformasi 

terus berjuang mengitegrasikan nilai-nilai syariat ke dalam hukum positif di 

Indonesia melalui politik legislasi nasional (baca: undang-undang) maupun 

                                                 
28 Sukatmo. Dinamika Politik Islam Di Indonesia: Dari Masa Ode Baru Sampai Masa 

Reformasi (Bandung : tpn. 2008). hlm. 32 
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legislasi derah (baca: peraturan daerah). Perjuangan ini dilakukan secara 

prosedural/formal di parlemen dan dengan mekanisme yang demokratis di setiap 

alat kelengkapan dewan, baik melalui fraksi, komisi maupun Badan Legislasi. Dan 

perjuangan secara non formal/kultural melalui gerakan-gerakan ormas keagamaan, 

dan gerakan sosial-politik keagamaan sebagai dukungan kepada para partai-partai 

berbasis Islam. Namun ikhtiar tersebut tidak berhasil karena partai-partai berbasis 

Islam kalah dalam jumlah dan tidak pernah memenangkan pemilu, bahkan kadang 

di antara mereka sendiri berbeda pendapat tentang ide formalisasi syariat tersebut. 

Bahkan gerakan-gerakan ormas keagamaan, dan gerakan sosial-politik keagamaan 

yang mendukung perjuangan partai-partai Islam itu pun mendapat kecaman dari 

masyarakat karena dianggap menentang nilai-nilai HAM. 

Para Kiai yang berperan aktif dalam politik pasca reformasi, mengesankan 

bahwa pergerakan politiknya dilandasi oleh legitimasi dari dasar agama Islam, 

muncul dari integritas kualitas keilmuan dan kredibilitas kesalihan moral dan 

tanggungjawab sosialnya dibuktikan dalam sifat-sifat pribadinya sehari-hari, maka 

apresiasi dan dukungan masyarakat muslim menjadi sangat tinggi29  Kesolehan dan 

tanggung jawab sosial Kiai dalam masyarakat tersebut, membuat Kiai memiliki 

tidak saja keabsahan teologis tetapi juga keabsahan sosial sehingga eksistensinya 

sangat mengakar di masyarakat. Dari sini kemudian dapat dipahami jika Kiai tidak 

sekedar diikuti pendapatnya dalam bidang keagamaan, tetapi bahkan dalam bidang-

bidang sosial kemasyarakatan lainnya diantaranya dalam hal politik.  

                                                 
29 I.H. Qureshi, The Political Role of Kiai in Moeslem Society, dalam Abubakar A., Bagader 

(ed.), The Kiai in the Modern Muslim National State, Muslim Youth Movement of Malaysaia, (Kuala 

Lumpur . tp. 1983), hlm. 1983   
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Jargon Kiai dalam menentukan perilaku politiknya pada masa pasca 

reformasi ini bahwa perilaku politik mereka benar-benar dilandasi oleh idiologi 

keagamaan yang menjadikan keputusan perilaku politiknya hampir sejajar dengan 

keputusan teologis. Sehingga masyarakat menganggap bahwa keputusan perilaku 

politik para Kiai merupakan perilaku yang dianggap akan bermanfaat dan 

mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan dunia akhirat. Beberapa Kiai di 

Tasikmalaya seperti KH. Cecep Ridwan Busthomi (Pimpinan Ponpes Bahrul Ulum 

KH. Busthomi Tasikmalaya dan merupakan penasehat FPI dan BG Jawa Barat) dan 

KH. Asop Sopiudin (Pimpinan Ponpes Gentur Tasikmalaya), kedua merupakan 

politikus PPP sejak zaman reformasi, mereka menjelaskan bahwa apa yang mereka 

lakukan tidak lain dan tidak bukan adalah misi dakwah amar ma’rf nahyi munkar. 

Mereka bahkan menganggap keberhasilan mereka dalam dunia politik adalah hasil 

dukungan dari masyarakat yang mempercayakan aspirasinya kepada Kiai karena 

Kiai dianggap seseorang yang mampu nutuk mengatur dan mengurus masyarakat 

dan memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.30 

Namun di sisi lain ada yang menganggap bahwa perilaku-perilaku politik Kiai 

dapat menggambarkan bahwa agama dapat dijadikan senjata yang ampuh oleh para 

Kiai dalam mengeluarkan jargon-jargon politik agar mendapatkan dukungan dari 

masyarakat muslim. Dengan kata lain bahwa agama dapat dijadikan sebagai 

identitas politik oleh para Kiai. Seperti kita ketahui salah satunya adalah Kiai 

Zenzen pemimpin Pesantren Al-lrsyadiyah yang merupakan pimpinan Brigade 

                                                 
30 Hasil wawancara dengan KH. Cecep Ridwan Busthomi dan KH. Asop Sopiudin via telepon 

pada hari sabtu 14 November 2020 pukul 09.00 WIB. 
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Taliban dan dikenal sangat pandai bermain politik. Ia tidak segan berkoalisi dengan 

calon walikota maupun bupati dalam menggolkan perda-perda syariah, seperti 

terjadi pada tahun 2007 dimana Tholiban mendukung Syarif Hidayat sebagai 

walikota dengan mengeluarkan jargon-jargon agama untuk melandasi perilaku 

politiknya. Namun dukungan tersebut harus dibayar oleh Syarif dengan perda N o. 

12/2009 tentang Pembangunan Tata Nilai 

Konstelasi politik umat Islam ditingkat pusat ternyata juga tidak jauh dari 

keadaan konstelasi politik umat Islam di daerah termasuk di Tasikmalaya, sebuah 

kota di Jawa Barat, yang dipergunakan untuk dua nama pemerintahan daerah. 

Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri dari 32 Kecamatan dan Kota Tasikmalaya 

yang terdiri dari 10 Kecamatan. 31 Tasikmalaya dikenal sebagai Kota Santri dan kota 

seribu pesantren yang berada di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya.32 Apalagi dalam 

kehidupan beragama, masyarakat penduduk Tasikmalaya menempatkan Kiai atau 

dalam istilah sunda ajengan, sebagai tokoh masyarakat yang dianggap memiliki 

tingkat pengetahuan agama yang tinggi. Para Kiai/Ajengan juga sebagai figur 

sentral masyarakat bahkan menjadi bahan rujukan dalam menyelesaikan masalah-

masalah yang terjadi di masyarakat. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa Kiai pada hakikat kemunculananya selalu 

bergerak dalam jalur kultural, sesuai dengan apa yang diakatakan oleh Clifford 

Greetz Kiai dianggap sebagai cultural broker (makelar budaya)33, Namun ketika 

                                                 
31https://www.tasikmalayakab.go.id/Bab II Kondisi Umum. diakses tanggal 5 januari 2018. 

Pukul 23.00 

32 Data BPS Tahun 1997 hlm. 74-74. Dikutip Oleh Annisa Mardiana dalam Jurnal FIB UI 

dengan judul Kerusuhan Sosial di Tasikmalaya Tahun 1996. (Jakarta : FIB-UI. 2013) hlm. 3 
33 Clifford Geertz, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa ; Terjemahan Bahasa 

Indonesia Oleh Aswab Mahasin, (Jakarta : Pustaka Jaya. 1981). hlm. 125 

https://www.tasikmalayakab.go.id/Bab
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dihadapkan dengan gejolak arus politik yang terjadi pada masa pasca reformasi 

seakan memaksakan Kiai untuk menunjukkan sikap dan perilaku politiknya kepada 

masyarakat demi terciptanya tatanan sosial masyarakat yang bermoral dan 

sejahtera, misalkan dengan menjadi seorang legitimator politik atau sebagai aktor 

politik sekalipun. Oleh karena itu garis perjuangan Kiai yang awalnya dalam jalur 

kultural, kini mulai bergeser perilakunya menjadi formal seiring dengan perubahan 

sosial-politik yang terjadi.34  

Bersamaan dengan itu Tasikmalaya juga diidentikkan sebagai salah satu kota 

yang dijuluki sebagai kota santri dan kota seribu Pesantren. Departemen Agama 

Kabupaten Tasikmalaya  mencatat terdapat 603 Pesantren di Tasikmalaya dengan 

3.214 Kiai, dan 70.288 orang Santri sesuai dengan data Badang Statistik Penduduk 

(BPS) Tasikmalatya tahun 1997.35 Hal tersebut menunjukkan bahwa keadaan 

sosial masyarakat Tasikmalaya dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang 

religius mengingat banyaknya Kiai dan Pesantren. Berbagai macam pengajian, 

majlis ta’lim dan forum kajian sangat berkembang di kalangan masyarakat 

Tasikmalaya karena didukung oleh banyaknya Kiai yang membimbing dan 

mengembangkan majlis tersebut sebagai medan dakwah untuk menyebarkan ajaran 

Islam.  

Namun ditengah diidentikkannya Tasikmalaya sebagai kota santri, identitas 

Tasikmalaya tercoreng dengan banyaknya perilaku-perilaku kejahatan dan 

kemaksiatan dari oknum-oknum masyarakat yang jauh dari nilai agama akibat 

                                                 
34 Nurlatipah Nasir. Kiai Dan Islam Dalam. …………hlm. 32 

35 Data BPS Tahun 1997 hlm. 74-74. Dikutip Oleh Annisa Mardiana dalam Jurnal FIB UI 

dengan judul Kerusuhan Sosial di Tasikmalaya Tahun 1996. (Jakarta : FIB-UI. 2013) hlm. 3 
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pengaruh perkembangan sosial budaya terutama budaya barat. Banyak terjadi 

pelacuran, prostitusi, kasus HIV-AIDS, narkoba, mabuk-mabukan, maraknya 

praktek riba, pencurian, tawuran antar masyarakat dan lain-lain.36 Hal tersebut 

sangat mengecewakan para tokoh-tokoh agama dan Kiai di Tasikmalaya. 

Sementara itu pemerintah dianggap tidak mampu melakukan kontrol sosial dan 

penataan perilaku masyarakat baik secara formal melalui undang-undang maupun 

secara teguran.  

Hingga puncaknya pasca reformasi, sebagian para Kiai sepakat untuk 

menjadikan Tasikmalaya sebagai Kota yang Islami dengan membuat gerakan-

gerakan sosial pemberantasan perilaku kemaksiatan demi mengembalikan citra 

Tasikmalaya sebagai kota santri. Tidak sampai sana, untuk memuluskan misinya 

mereka berusaha menyuarakan agar pemerintah membuat Peraturan Daerah (Perda) 

yang mengandung nilai Syariat Islam (Perda Syariat). Namun karena mereka 

meyakini bahwa misi mereka tidak akan berhasil apabila tidak didukung oleh 

kekuatan politik. Maka mereka membuat kekuatan-kekuatan sosial-politik dan 

menekan pemerintah agar dapat meluluskan maksud mereka. Diantara para kiai 

yang menjadi motor gerakan sosial tersebut adalah KH. Miftah Fauzi, KH. Asep 

Mosul Affandi (Ponpes Miftahul Huda Manonjaya), KH. Amang Baden, KH. Didi 

(Ponpes Sulalatul Huda Tasikmalaya), KH. Asep Saepudin, KH. Acef Noor 

Mubarok (Ponpes Bantar gedang), dan lain-lain.   

                                                 
36 Acep Aripudin, Brigade Tholiban: Politik Lokal Santri Antara Kepentingan Dakwah Dan 

Tuntutan Ekonomi (Dalam Jurnal Millah Vol XII, No. 2, Februari 2013). hlm. 336 
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Rencana menjadikan Tasikmalaya sebagai Kota yang religious Islam dan 

pengajuan Perda Syariat diantaranya dikarenakan dua sebab penting. Pertama, 

Respon kekecewaan dari para Kiai terhadap realitas kehidupan masyarakat yang 

dianggap sudah jauh dari nilai-nilai agama. Kedua, Respon masyarakat dan para 

Kiai terhadap undang-undang otonomi daerah yang telah digulirkan oleh 

pemerintah pusat yaitu PP No. 108/2000 yang menjelaskan bahwa setiap 

pemerintah daerah diberikan hak otonomi dalam membuat rencana strategis 

(renstra) sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah masing-

masing.37  

Berangkat dari lahirnya PP tersebut maka menjadi kesempatan bagi para 

politisi dari partai-partai Islam untuk mengajukan peraturan daerah yang bernilai 

syariat tertuang dalam renstra tersebut. Ide tersebutlah yang melahirkan awal mula 

perpecahan politik terjadi, orang orang yang tidak setuju dengan penerapan perda 

syariat melalui renstra maka ia dituding sebagai orang yang anti Islam, dan tidak 

Islami.38  

Bangunan politik seperti di atas sulit untuk difahami dan menjadi simalakama 

bagi politisi yang menjadikan Islam sebagai “barang berharga” dalam pertarungan 

politik. Mayoritas politisi nasionalis tidak menyetujui tentang isu formalisasi 

syari’at dalam peraturan dan hukum positif, namun terlihat banyak juga politisi 

yang tidak mengungkapkan sikapnya secara terbuka karena hal tersebut sangat 

berbahaya secara mereka akan dituding sebagai politikus liberal dan anti Islam, 

                                                 
37.www.kabtasikmalaya.go.id/Bab II Kondisi Umum. diakses tanggal 5 januari 2018. Pukul 

23.00 

38. Acep Aripudin, Brigade Tholiban: Politik Lokal Santri Antara Kepentingan Dakwah Dan 

Tuntutan Ekonomi (Dalam Jurnal Millah Vol XII, No. 2, Februari 2013). hlm. 337 
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yang mana hal tersebut dikhawatir kan mengancam agenda-agenda kepentingan 

politik mereka yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu justru bagi 

para politisi dari partai nasionalis, perlu mengambil sikap untuk mendukung perda 

syariat dalam renstra karena melihat kondisi masyarakat di Tasikmalaya sangat 

kental dengan dunia santri. 

Namun lagi-lagi misi tersebut tentunya harus bersentuhan dengan kebijakan 

politik pemerintahan daerah terutama dalam pergolakan politik anggota legislatif 

yang memiliki wewenang mengesahkan perda tersebut. Oleh karena itu banyak dari 

kalangan Kiai yang mencoba memperjuangkan misi tersebut melalui panggung 

politik dengan tujuan meloloskan misi itu melalui rapat-rapat di lembaga legislatif 

di tingkat daerah Tasikmalaya. Kiai mulai tidak asing dengan kegiatan politik, 

pergaulan dengan pemerintahan, lobi politik dengan anggota dewan, dan lain-lain. 

Hal tersebut mereka lakukan demi tercapainya misi membuat perda-perda syariat 

yang mereka anggap sebagai solusi terbaik untuk menyelesaikan penykit sosial-

keagamaan masyarakat.  

Melihat fenomena di atas Kiai di Tasikmalaya mulai memunculkan perilaku 

politiknya, mereka mencoba terjun ke dunia perpolitikan baik politik langsung 

sebagai politis praktis maupun tidak langsung sebagai kekuatan politik salah satu 

partai Islam, atau sebagai politisi partisipan yang bertujuan sebagai control sosial 

masyarakat. Hal tersebut ditengarai karena pemerintah daerah tidak bisa 

memperjuangkan aspirasi teologis-sosiologos mereka demi terwujudnya 

Tasikmalaya yang Islami. Namun diantara Kiai-Kiai yang terjun kepada dunia 



    145 

 

 

 

politik praktis memiliki perilaku dan persepsi politik yang berbeda-beda sesuai 

dengan latar belakang mereka masing-masing. 

Akhirnya banyak dari kalangan Kiai tersebut menggunakan agama sebagai 

identitas politik agar mendapat dukungan dari masyarakat untuk memperjuangkan 

persepsi teologis-sosiologis yang mereka miliki. Dari sanalah menurut penulis para 

Kiai mulai dapat dinilai bahwa mereka memilki perilaku politik individu maupun 

kelompok entah sebagai politisi praktis di salah satu partai ataupun politisi 

partisipan dan politisi belakang layar (kekuatan politik) salah satu partai, bahkan 

mereka mulai bersinggungan dengan politik identitas. Mereka menggaungkan misi 

keIslaman dalam agenda-agenda politik mereka.  

Namun dengan usaha yang gigih mereka dapat mempengaruhi pemerintah 

Tasikmalaya dan Anggota legislative untuk meluluskan misi mnciptakan peraturan 

daerah yang berkaitan dengan syariat islam. Begitu juga dukungan dari partai PPP 

yang waktu itu menjadi partai pemenang pemilu tahun 1999 sehingg dapat 

tersusunnya visi dan renstra Kabupaten Tasikmalaya yang religius Islami. Dan dari 

renstra itulah diturunkan kedalam berbagai macam perda-perda syariat, seperti 

pemisahan antara kegiatan perempuan dan laki-laki, pelarangan miras dan 

prostitusi,  dan lain-lain. Maka dapat ditarik benang merah bahwa dari munculnya 

perda syariat ituleh menjadi awal terjadi gejolak kontroversi tentang wacana politik 

identitas agama di Tasikmalaya pasca reformasi.  

Perda-perda tersebut disahkan melalui peran banyak kalangan Kiai dan 

organisasi keagamaan Islam. Salah satu Kiai yang memperjuangkan perda syariat 

di Tasikmalaya Acep Mubarok mengatakan bahwa gejala kemaksiatan di 
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Tasikmalaya sudah mulai menghawatirkan, maka harus dihadapkan dengan solusi 

yang tepat yaitu dengan aturan yang tegas. Ia beranggapan bahwa dengan aturan 

tegas melaui perda syariat akan  mengatasi kondisi tersebut. Tokoh lain seperti Asep 

Maosul menambahkan bahwa penerapan perda syariat bersifat sangat mendesak 

dan wajib dilakukan dikarenakan mayoritas masyarakat pendudukan Tasikmalaya 

yang mayoritas muslim.39  

Gerakan penguatan identitas Islam ini terjadi karena penguasa Orde Baru 

menekan secara massiv gerakan-gerakan keagamaan Islam, namun pasca reformasi 

gerakan keagamaan Islam diberikan ruang bebas untuk mengekpresikan 

gerakannya seiring lahirnya undang-undang tentang otonomi daerah. Meskipun 

diluar perdebatan tentang sengit itu muncul sekelompok golongan yang menolak 

“Islamisasi” versi penguasa yang ditekan oleh ormas-ormas keagamaan Islam 

terhadap ruang publik di Tasikmalaya. Gerakan penolakan tersebut juga muncul 

dari kalangan santri dan Kiai yang mengusung ide demokrasi dan HAM, bahkan 

mereka juga berusaha melegitimasi perjuangan mereka atas dasar ajaran Islam.  

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa keterlibatan Kiai di Tasikmalaya 

dalam dunia politik sangat variatif, ada yang terlibat secara passif, dan ada yang 

terlibat secara aktif. Namun sifat keaktifannya dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

aktif dan berada di luar struktur kepengurusan partai politik dan aktif aktif dan 

berada dalam jabatan dan kepengurusan partai politik. Kiai yang aktif dalam partai 

politik yang berbasis Islam di Tasikmalaya memegang peran yang dominan serta 

                                                 
39 Tedi Akhmad Al-Ghifari. Dalam laman www.khabarIslam.com diakses pada tanggal 5 

Januari 2018 pukul 20.00 WIB. 

http://www.khabarislam.com/
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posisi yang strategis, yang setiap kebijakannya menjadi keputusan tertinggi dalam 

partai dan harus dijalankan oleh pengurus partai itu sendiri, bahkan Kiai juga 

mampu menentukan visi dan kebijakan partai. Hal tersebut disebabkan Kiai lah 

yang memiliki banyak massa pendukung.  

Penelitian ini bermaksud melihat perilaku politik Kiai serta faktor 

keberagamaan yang mempengaruhinya. Hal tersebut berawal dari pemahaman 

penulis tentang peran penting Kiai disamping mreka memiliki peran agama, mereka 

juga memiliki peran sosial kemasyarakatan, yang penulis anggap memiliki potensi 

politis. Oleh karena Fenomena tersebut di atas penulis anggap menarik untuk diteliti 

dalam sebuah penelitian yang penulis merumuskan kedalam judul disertasi yaitu 

“Agama dan Perilaku Politik (Studi Tentang Perilaku Politik Kiai di 

Tasikmalaya Pasca Reformasi)”  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perilaku politik Kiai di Tasikmalaya Pasca Reformasi? 

2. Faktor keberagamaan apa saja yang mempengaruhi perilaku politik Kiai di 

Tasikmalaya ? 

3. Tujuan apa saja yang ingin dicapai oleh Kiai di Tasikmalaya sesuai dengan 

perilaku politiknya? 

 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 
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Berikut tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan dan menganalisa perilaku politik Kiai di Tasikmalaya. 

2. Mendeskripsikan dan menganalisa faktor-faktor keberagamaan yang 

mempengaruhi Perilaku Politik Kiai di Tasikmalaya. 

3. Mendeskripsikan dan menganalisa tujuan apa saja yang ingin dicapai oleh Kiai 

sesuai dengan perilaku politiknya. 

2. Manfaat Penelitian 

Secara Umum ada dua manfaat dalam penelitian yang penulis lakukan, yaitu 

manfaat yang bersifat teoritis-normatif dan manfaat yang bersifat praktis-pragmatis 

yaitu sebagai berikut :  

a. Secara praktis-teoritis, penelitian ini diharapkan akan memperluas khasanah 

keilmuan sosiologi agama pada umumnya dan peran sosial poliitk Kiai pada 

khususnya. Lebih khusus lagi, penelitian ini diharapkan menambah 

pengetahuan mengenai prinsip idiologi-theologi  para Kiai yang 

memepengaruhi perilaku politiknya hubungannya dengan agama dan politik 

identitas yang selama ini dirasakan belum dikaji secara mendalam. Penelitian 

ini juga diharapkan mampu menambah literatur di bidang relasi agama dengan 

kehidupan sosial (sosiologi agama).  

b. Secara praktis-pragmatis, mengingat struktur ideologi keagamaan Kiai 

merupakan cabang dari keilmuan teologi yang berhubungan dengan keyakinan 

individual, dan keputusan perilaku politik yang berhubungan dengan 

kehidupan praktis maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi 
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alternatif yang bersifat normatif di tengah krisis idiologi, nilai dan moral saat 

ini.  

 

D. Kerangka Pemikiran Penelitian 

Perilaku politik adalah sikap, tindakan, pola pikir, dan kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang dalam upaya pelaksanaan suatu keputusan politik . Kiai 

adalah gelar bagi seseorang yang memiliki pemahaman lebih mengenai ajaran 

Islam40. Ia juga merupakan salah satu anggota dalam lapisan atau struktur 

masyarakat yang menurut Clifford Geertz termasuk kepada golongan Santri. Ia 

memiliki kekudukan yang istimewa dihadapan masyarakat karena keilmuan dan 

karismanya. Kiai dianggap sebagai penyampai wahyu tuhan, bahkan ia juga 

dianggap sebagai tokoh teologis yang memiliki otoritas istimewa dalam hal 

keaagama karena banyak menguasai ilmu-ilmu agama. Tidak hanya itu Clifford 

Geertz juga menjelaskan bahwa Kiai juga memiliki peran sosial, ia bahkan 

menyebut Kiai sebagai “cultural broker” (makelar budaya) berangkat dari 

penelitiannya yang menyimpulkan bahwa Kiai berperan sebagai orang yang 

melakukan filterisasi terhadap budaya yang masuk ke dalam lingkungan kaum 

santri misalkan karena perubahan sosial politik.41  

Maka ketika budaya tersebut dianggap baik dan bermanfaat ia akan 

menerimanya, namun apabila budaya tersebut tidak baik dan dianggap merusak 

                                                 
40 Isitlah Kiai awalnya digunakan oleh masyarakat jawa untuk orang-orang yang dianggap 

lebih faham tentang ajaran Islam ,namun  dalam perkembangannya ia juga merupakan gelar 

kemasyarakatan yang hingga sekarang digunakan di berbagai daearh di masyarakat jawa.  

41 Geertz, Clifford. Abangan, santri, Proyayi dalam Masyarakat Jawa . Alih Bahasa Aswab 

Mahasin. (Jakarta: Pustaka Jaya. 1981). hlm. 123  
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maka mereka membuangnya, dengan kata lain peran sosial Kiai lebih passif. 

Namun Hiroko Horikoshi42 mengatakan bahwa Kiai memiliki peran aktif dalam 

menyeleksi nilai-nilai dan budaya yang masuk. Artinya Kiai aktif dalam 

mengendalikan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, yang menurutnya 

justru harus dikembangkan. Karena menurutnya perubahan sosial memang sebuah 

keniscayaan yang tidak bisa dihindarkna.  

Kiai mencoba mengendalikan masyarakat untuk menerima perubahan itu 

dengan tidak mengabaikan hubungan sosial yang telah terjalin, malah justru Kiai 

memanfaatkan hubungan tersebut sebagai salah satu jalan untuk melakukan 

perubahan sosial yang diinginkan. Peran Kiai dalam menghadapi perubahan sosial 

termasuk dalam dunia politik tercerminkan dalam sikap, tindakan dan perilaku 

politik Kiai tersebut. Ia menunjukkan peran sosial politiknya dalam perilaku 

politiknya. Berbagai alasan dan latarbelakang yang menjadi alasan kenapa Kiai 

terjun kedalam dunia politik baik secara lagnsung maupun tidak langsung.  

Dari pemaparan di atas dapat difahami bahwa Kiai ketika berperan passif 

ataupun berperan aktif dalam perubahan sosial tentunya ia memiliki perilaku atau 

tindakan yang terencana yang didasari atas tujuan-tujuan tertentu. Namun perilaku-

perilaku tersebut terkadang berbeda satu sama lain tergantung daripada faktor-

faktor yang melingkupinya, karena perubahan perilaku pada diri seseorang tidak 

mungkin terjadi begitu saja. Ada banyak faktor yang membuat perilaku seseorang 

bisa berubah. Diantaranya adalah pengetahuan dan pengalaman yang terjadi pada 

diri seseorang dapat membentuk perubahan perilaku pada dirinya. Masih banyak 

                                                 
42 Hiroko Horikoshi, Kiai dan Perubahan Sosial, (Jakarta, Penerbit P3M.1987). hlm. 125 
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faktor-faktor lain yang menyebabkan perbedaan perilaku dan perubahan perilaku 

seseorang. Diantara faktor-faktor perubahan perilaku tersebut adalah faktor 

agama/keberagamaan yang dianggap mampu mempengaruhi perilaku seseorang 

sebagaimana teori yang dikemukaan oleh tokoh psikologi Charles Y Glock dan 

Rodney Stark bahwa perilaku seseorang dapat dilatarbelakangi oleh pandangan 

terhadap nilai-nilai dan norma-norma agama.43  

Dalam penelitian disertasi ini penulis ingin meneliti tentang perilaku 

politik Kiai dan hubungannya dengan nilai-nilai agama, keberagamaan, dan 

pemikiran agama, ketiga hal tersebut menjadi faktor yang sangat signifikan dalam 

memepengaruhi perilaku politik Kiai. Maka untuk mempermudah dalam meneliti 

fenome-fenomena lapangan tentang perilaku politik Kiai dan faktor 

agama/keberagamaan dalam perilaku dan perubahan perilaku politik Kiai tersebut, 

penulis menggunakan teori-teori yang memiliki hubungan dengan topik penelitian 

dan dianggap sangat membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.  

Teori adalah Serangkaian konsep, definisi, hubungan antar konsep yang 

memuat pandangan sistematis tentang suatu fenomena dan mengkaitkannya dengan 

variabel-variabel untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena tersebut. Manfaat 

teori adalah untuk membantu menjelaskan fenomena dan gejala gejala yang terjadi. 

Oleh karena itu penulis menggunakan dua teori operasional (applied Theory) untuk 

mengungkap fenomena yang terjadi dilapangan. Yaitu teori konsruksi soail Petel L 

                                                 
43 Stark, R. dan Glock, C.Y. Dimensi-Dimensi Keberagamaan, dalam Roland Robertson 

(ed), Agama: Dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologi, A. Fedyani Saifudin. (Jakarta: CV 

Rajawali. 1988). hlm. 213 
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Berger untuk meneliti perilaku politik Kiai dan teori dimensi keberagamaan Glock 

dan Stark. Berikut penjelasan teorinya. 

1. Teori Konstruksi Sosial (sosial construction) Peter L. Berger dan Thomas 

Luckmann. 

Teori konstruksi sosial (sosial construction) milik Peter L. Berger dan 

Thomas Luckmann. Peter L Berger merupakan sosiolog dari New School for 

Sosial Reserach, New York, Sementara Thomas Luckman adalah sosiolog dari 

University of Frankfurt. Teori konstruksi sosial, pada hakikatnya disusun dan 

dirumuskan oleh kedua akademisi tersebut bagian dari kajian secara mendalam 

tentang teori dan sistem dalam ilmu sosiologi. Teori ini mulai menjadi masyhur 

dikalangan para pengkaji ilmu sosial sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan 

Thomas Luckman melalui bukunya yang berjudul The Sosial Construction of 

Reality: A Treatise in the Sociological of Knowledge. Ia mengemukakan bahwa 

proses sosial seorang individu terbentuk melalui tindakan dan interaksinya dengan 

lingkungannya , dimana individu secara bebas dan terus menerus menciptakan 

suatu realitas yang dialami bersama lingkungannya secara subyektif. 

Dalam hal ini penulis juga berpendapat bahwa perilaku politik Kiai dapat 

diindikasikan menggunakan identitas agama sebagai jargon politik agar mendapat 

legitimasi dan pengakuan serta dukungan dari kalangan kaum muslim khususnya. 

Hal tersebut bertujuan untuk pembentukan suatu identitas. Oleh karena itu hal 

tersebut di atas untuk mempermudah penelitian maka dapat menggunakan 

pendekatan Konstruktivisme yaitu dimana Identitas sebagai sesuatu yang 
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dibentuk dan hasil dari proses sosial yang kompleks. Identitas dapat terbentuk 

melalui ikatan-ikatan kultural dalam masyarakat.  

Maka dari itu dalam penelitian ini untuk meneliti bagaimana perilaku 

politik Kiai hubungannya dengan agama/keberagamaan, peneliti menggunakan 

teori interaksi sosial Petter L Belger. Ia mendefinisikan hubungan dialektik yang 

terjadi antar agama dan dinamika sosial dalam hal ini adalah antara keberagamaan 

dan pengalaman keagamaan dengan dinamika sosial seperti perilaku politik 

berlangsung dalam tiga tahap: Pertama, eksternalisasi, yaitu ketika agama sebagai 

ekspresi duniawi, yaitu ketika perilaku politik Kiai yang bersumber dari 

pemahaman dan pengalaman keagamaan dijadikan sebagai manifestasi dalam 

kehidupan politik dan dijadikan sebagai identitas politik; Kedua, objektivasi, yaitu 

ketika agama menjadi fakta atau referensi tindakan, yaitu ketika perilaku politik 

Kiai diperkuat dengan identitas agama sebagai acuan dalam tindakan politiknya; 

dan Ketiga, internalisasi, yaitu ketiga agama diberi makna oleh penganutnya.44 

Yaitu ketika para Kiai berpendapat bahwa berpolitik dengan menggunakan 

jargon-jargon agama adalah sebuah penafsiran yang tepat untuk mendatangkan 

kemaslahatan dalam dunia kekuasaan dan politik. 

Dari kerangka teori di atas maka dapat di skemakan tentang kerangka teori 

tersebut kedalam penelitian disertasi ini seabgai berikut : 

 

Skema Teori Interaksi Sosial 

                                                 
44 Peter L. Berger, Langit Suci: Agama sebaga Realitas Sosial, terj. Hartono [Jakarta: LP3ES, 

1991], hlm. 4-5.  
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Gambar 2 : Skema Kerangka Teori dalam penelitian disertasi 

Sumber : Analsis terhadap kerangka teori yang digunakan 

 

2. Teori Keberagamaan (Rreligiusitas)  Charles Young Glock dan Rodney 

Stark 

Teori agama dan Keberagamaan (Religiusitas)  Charles Young Glock dan 

Rodney Stark yang dijelaskan dalam buku masterpiece nya The “American piey : 

The Natur of Religius Commitment”. Teori ini yang menjadi titik focus penulis 

dalam penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan fokus pertanyaan dalam penelitian 
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ini adalah diantanya pengaruh faktor dimensi keberagmaan Kiai dalam perilaku 

politiknya. Sehingga peneliti akan meneliti lebih mendalam tentang dimensi-

dimensi keberagamaan para Kiai di Tasikmalaya dalam tindakan (perilaku) 

sosialnya khususnya dalam perilaku politik. Charles Y Glock dan Rodney Stark 

mendefinisakn agama sebagai sebuah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai 

dan sistem perilaku yang terlembagakan secara matang dan semuanya berpusat 

pada masalah-masalah yang dihayati sebagai hal yang paling maknawi (ultimate 

meaning).45 

Untuk mengetahui dan meneeliti faktor dan nilai-nilai keberagamaan 

seseorang Glock dan Stark mengembangakan teknik analisis keberagamaan 

tersebut dengan teknik dimensional (membuat dimensi-dimensi). Jadi untuk 

menguraikan keberagamaan dapat dianalisa melalui beberapa dimensi, yaitu 

dimensi keyakinan, ritualistik, eksperiensial, intelektual dan konsekuensional.46 

Dalam rumusan Glock dan Stark, kelima dimensi ini digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh seseorang dalam berperilaku dimotivasi oleh ajaran-ajaran 

agamanya.47  

 

 

Dimensi keberagamaan Menurut Glock dan Stark ayaitu : 48  

                                                 
45 Ancok Suroso, Psikologi Islam (Yogyakarta : PT Pustaka Pelajar, 2001). hlm. 112 

46 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Agama……….. hlm. 15 

47 Ancok Suroso. Psikologi Islam (Yogyakarta : PT. Pustaka Pelajar. 2001) hlm. 120 

48 Stark dan Glock. Dimensi-Dimensi Keberagamaan, dalam Roland Robertson (ed), A. 

Fedyani Saifudin, Agama Dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologi, (Jakarta: CV Rajawali 

Press.1988). hlm. 295  . lihat juga Ancok Suroso. Psikologi Islam (Yogyakarta : PT. Pustaka Pelajar. 

2001) hlm: 112. Lihat juga Ghufron & Risnawinta S, Teori-Teori Psikologi,… hlm. 169 . 



    156 

 

 

 

a. Dimensi keyakinan  (the ideological dimension) 

Merupakan dimensi ideologis dan pandangan teologis yang memberikan 

gambaran bagaimana seseorang dapat meyakini, menerima, mematuhi dan 

mengakui kebenaran doktrin-doktrin yang dogmatis dari agamanya. Dalam konteks 

agama Islam, dimensi ini lebih dekat kepada dimensi keyakinan (akidah) yang 

menyangkut keyakinan keimanan kepada Allah, Malaikat, Rasul, Kitab-kitab 

Allah, hari kiamat, serta qadha dan qadar.49 Kemudian dimensi akidah (keyakinan) 

dalam isitlah ajaran Islam disebut sebagai iman. Iman diartikan sebagai sesuatu 

yang diyakini oleh hati, diucapkan oleh lisan dan dipraktekkan dalam perbuatan 

yang sesuai dengan keyakinan itu.50 

b. Dimensi Ritual ibadah atau praktek agama (religious practice). 

Merupakan dimensi ritual, yakni sejauh mana seseorang menjalankan 

kewajiban-kewajiban ritual agamanya, Dalam konteks Islam dimensi ini disebut 

juga seabgai dimensi Islam (syariat-Ibadah), baik ibadah mahdah maupun ibadah 

goir mahdah misalnya shalat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Qur’an, dan lain-

lain.51 

 

 

c. Dimensi pengamalan atau konsekuensi  (the consequential dimension) 

                                                 
49 Hery N. A dan Munzier S, Watak Pendidikan Islam, (Jakarta : Friska Agung Insani : 2000). 

hlm. 138 

50 Djalaludin, Psikologi Agama ………………hlm. 185. 

51 Hery N. A dan Munzier S, Watak Pendidikan Islam, (Jakarta : Friska Agung Insani : 2000). 

hlm. 138 
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Dimensi ini mengukur seberapa jauh seseorang berperilaku dan dimotivasi 

oleh nilai-nilai dan ajaran-ajaran agamanya, yaitu bagaimana individu tersebut 

berinteraksi dengan lingkungannya, khusunya berinteraksi dengan manusia 

lainnya.52 Dimensi ini berhubungan dengan perilaku pemeluk agama dalam 

mengimplementasikan ajaran-ajaran agamanya khususya ajaran tentang hubungan 

manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan 

pada etika dan spiritualitas agama yang dianutnya. Dalam arti lain dimensi 

konsekuensi ini lebih dekat dengan aspek kehidupan sosial. Dalam konteks Islam 

dimensi ini disebut sebagai dimensi akhlak seperti sopan santun kepada orang lain, 

jujur, suka menolong sesama, dan menjaga kebersihan lingkungannya.53 

d. Dimensi pengetahuan (the intellectual dimension) 

Merupakan diimensi untuk mengukur sejauh mana pengetahuan dan 

pemahaman seseorang atas ajaran-ajaran agamanya, khususnya mengenai ajaran-

ajaran pokok dari agamanya yang termuat dalam kitab sucinya masing-masing. 

Dalam Islam dimensi ini disebut sebagai dimesni Ilmu yang menyangkut 

pengetahuan tentang semua syariat yang ada dalam Al-Qur’an dan Hadist, pokok-

pokok ajaran yang harus diyakini dan dipraktekkan.  Oleh karena itu nilai 

keagamaan seseorang tidak hanya sekedar terlihat daripada atribut atau simbol-

simbol agama semata namun juga tampak jelas dalam kehidupan pribadinya sehari-

hari.  

e. Dimensi penghayatan , (the experiental dimension)   

                                                 
52 Glock dan Stark dalam Arwani, “Dimensi-Dimensi Keberagamaan” dalam 

https://algaer.com/2010/05/10/dimensi-dimensi keberagamaan/.(diakses pada hari minggu tanggal 

15 Februari 2020). 

53 Husni Rahim, Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Logos, 2001), hlm. 39 

https://algaer.com/2010/05/10/dimensi-dimensi
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Merupakan dimensi untuk mengukur seberapa jauh tingkat seseorang 

dalam menyelami dan merasakan setiap pengalaman-pengalaman religiusnya. 

Dalam konteks Islam dimensi ini disebut sebagai dimensi Ihsan, yaitu Dimensi 

yang dapat dirasakan karena adanya perasaan dekat dengan Tuhan, seperti perasaan 

setiap harapannya dikabulkan oleh Tuhan, perasaan hidupnya bahagia dan tentram, 

perasaan selalu berserah diri kepada Tuhan, perasaan tenang dan nyaman ketika 

beribadah, dan sebagainya. 

Alasan penulis menggunakan teori ini adalah bahwa perilaku Kiai terutama 

dalam hal perilaku sosial politik dapat dipengaruhi oleh agama dan keberagamaan. 

Mengingat Konsepsi bahwa Dimensi-dimensi keberagamaan yang diungkapkan 

oleh Glok dan Stark maka penulis beranggapan bahwa dimensi-dimensi tersebut 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku Kiai di 

Tasikmalaya terutama dalam menentukan pilihan politiknya. Hal tersebut 

dikarnakan Kiai adalah tokoh sentral agama yang dapat diindikasikan dalam 

melakukan sesuatu tindakan maka akan selalu dilandaskan kepada nilai-nilai agama 

yang termanifestasikan dalam sikap keberagamaan individual dan pengalaman 

keagamaan mereka masing-masing.  

Jadi perilaku politik Kiai tersebut adalah sebagai bentuk manifestasi dari 

pengetahuan dan peran/pengaruh mereka atua juga sebagai pengejawantahan dari 

dimensi keberagmaan dan ungkapan dari pengalaman keagamaan mereka. Maka 

dengan kata lain bahwa dimensi keberagmaan dan pengalamaan keagamaan dapat 

mempengaruhi perilaku Kiai dalam tindakan sosialnya terutama dalam tindakan 

(perilaku) politik.  
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Dari kerangka pemikiran dan pembahasan ketiga teori yang penulis 

gunakan di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa kerangka pemikiran dari 

penelitian ini dapat digambarkan dalam sebuah sekema (alur berfikir) sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 : Skema Kerangka Pemikiran dalam penelitian disertasi 

Sumber : Analsis terhadap kerangka teori yang digunakan 
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Buku yang secara khusus membahas memiliki keterkaitan dengan disertasi 

penulis yang memiliki hubungan dengan pembahasan khususnya tentang perilaku 

politik Kiai diantaranya adalah :  

a. Buku Clifford Geertz, dengan judul Abangan, Santri, Priyayi Dalam 

Masyarakat Jawa. Terbitan Pustaka Jaya tahun 1989 judul asli The Religion of 

Java, buku ini adalah hasil dari pada kajian tentang kehidupan keagamaan 

orang Jawa. Buku itu menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan aliran-

aliran keagmaan Islam di Jawa khususnya di tempat penelitan Geertz yaitu di 

Mojokuto pada tahun 1959. Salah satu hasil dari kajian dalam buku ini adalah 

bahwa santri di Mojokuto telah pengalami perubahan sistem pendidikan dari 

asalnya pendidikan tradisional menjadi modern hasil dari pendidikan barat 

yang dibawa oleh penjajah. Geertz juga membahas tentang tiga golongan yang 

memiliki sub-tradisi masing-masing yaitu kelompok abangan, yaitu golongan 

yang terdiri dari petani kecil, kelompok santri, yaitu golongan pemeluk Agama 

Islam yang taat dalam menjalankan ajaran agama yang terdiri dari pedagang 

dan petani yang hidup dalam kecukupan, dan priyayi, yaitu golongan yang 

tidak memahami ajaran Islam dengan baik sehingga mereka masih 

terpengaruhi oleh ajaran Hindu-Budha, golongan ini terdiri dari golongan 

orang yang terpelajar, golongan masyarakat kota, dan golongan pegawai yang 

berkehidupan lebih dari cukup. Penelitian ini membahas tentang golongan 

priayi yang dalam kehidupannya selalu berlandaskan kepada nilai-nilai dan 

kepatuhan ajaran Islam, mereka menempatkan posisnya di masyarakt sebagai 

orang yang memiliki pengetahuan agama yang tinggi, sehingga mereka banyak 
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dihormati oleh masyarakat terlebih apabila mereka memerankan fungsinya 

dalam kehidupan sosial yang mereka tunjukkan dalam moral sosial dan 

tanggung jawab sosial, pastinya merekea akan memiliki posisi dan pengaruh 

yang kuat di masyarakat. Sejalan dengan penelitian penulis bahwa Kiai 

memiliki kesamaan hirarki dalam lapisan sosial dengan golongan santri dalam 

buku itu.  Oleh karena itu buku ini penting untuk penulis jadikan referensi 

dalam meneliti karakteristik dan peran Kiai di masyarakat. 

b. Buku Zamakhsyari Dhofier dengan judul  Tradisi Pesantren Studi tentang 

Pandangan Hidup Kiai. buku ini membahas secara dalam tentang pesantren 

seperti Ciri-ciri Umum Pesantren, Elemen-elemen sebuah pesantren, 

Hubungan intelektual dan kekrabatan sesama Kiai, Profil pesantren abad XX, 

Kiai dan tarekat, Faham ahlussunnah wal Jama’ah dan Kiai dalam situasi 

Indonesia sekarang. Buku ini juga mengungkap tuntas tentang kehidupan 

seorang santri dan Kiai di lingkungan pesantren, pandangan dan idilogi hidup 

Kiai yang menjadi latarbelakang terciptanya sistem pengajaran di Pondok 

Pesantren, bahkan ia mengungkap sekelumit kehidupan spiritual seorang Kiai 

dalam beberapa nilai spiritual seperti Zuhud (sungguh-sunggu), waro (hati-

hati), khusy (hati tenang), tawakkal (menyarahkan diri kepada Allah), sabar 

(dalam menerima nikmat dan cobaan), tawadu’(rendah diri), ikhlash (karena 

Allah) dan siddiq (jujur). 

c. Buku Khoiro Ummatin berjudul Perilaku Politik Kiai yang diterbitkan oleh 

Pustaka Pelajar Yogyakarta pada 2002. Buku ini awalnya adalah tesis dia di 

Program Studi Sosiologi Konsentrasi Agama dan Perubahan Sosial pada 
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Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada. Di dalamnya dijelaskan 

pluralitas perilaku politik Kiai pesanten yang mencerminkan pluralitas perilaku 

politik umat Islam, secara umum. Khoiro Ummatin mencatat ada empat model 

perilaku politik yang berkembang di kalangan Kiai. Pertama, kelompok yang 

berorientasi pragmatis dan cenderung menggabungkan diri dengan kekuasaan 

dan hampir melupakan tujuan ideologisnya. Kedua, kelompok akomodatif, 

yaitu kelompok yang perilaku politik dan pemikiran sangat dinamis dan 

kompromif. Ketiga,kelompok transformatif, yaitu kelompok yang mempunyai 

komitmen sangat kuat terhadap perubahan namun menolak cara-cara 

perubahan yang radikal. Keempat, kelompok prinsipalis, yaitu kelompok yang 

menginginkan tegaknya prinsip-prinsip dasar Islam atau formalisasi syariat 

dalam hukum positif. Buku tersebut sangatlah tepat dijadikan referensi utama 

penulis karena memilki lokus kajian yang sama, hanya saja perbedaannya 

adalah dalam penelitian ini penulis lebih membahas tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku politik Kiai di Tasikmalaya serta yang 

dimanifestasikan dalam paradigm menjadikan agama sebagai identitas politik. 

d. Buku Jalaluddin Terbitan Rajawali Prress yang berjudul “Psikologi agama”. 

Buku ini membahas tentang fungsi-fungsi jiwa yang membekas dalam perilaku 

seseorang kaitannya dengan keyakinan dan pengalaman agama seseorang. 

Buku ini juga membahas tentang perspektif psikologi agama yang memiliki 

peran dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia yang 

berhubungan dengan agama yang dianutnya. Kemudian seberapa jauh rasa 

keagamaan tumbuh dan berkembang pada diri seseorang pada usia tertentu, 
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dan bagaimana perasaan keagamaan dapat mempengaruhi ketentraman jiwa. 

Maka dalam keadaan tertentu manusia akan mengalami konflik dalam dirinya 

sehingga ia menjadi lebih taat dalam menjalankan ajaran agamanya atau 

bahkan ia malah jauh dari ajaran agamanya. Selain itu juga membahas tentang 

macam-macam kriteria orang-orang yang dianggap matang dalam beragama., 

relasi agama dengan kesehatan mental, hubungan kepribadian dengan sikap 

keberagamaan, dan macam-macam gangguan jiwa keagamaan seseorang. Oleh 

karena itu pada akhirnya kesimpulan dalam buku ini menjelaskan bahwa dalam 

kehidupan sosial bentuk tata aturan yang mengatur sistim nilai manusia disebut 

sebagai norma, dan norma dalam kehidupan sosial dianggap sebagai nilai-nilai 

arif yang luhur dan harus menjadi menjadi tolok ukur tingkah laku sosial 

seseorang. Sedangkan dalam agama, nilai-nilai keagamaan atau ajaran 

agamalah yang menjadi tolok ukur tingah laku seseorang dalam beragama. 

 

 

 

 

 

2. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang secara khusus membahas perilaku politik Kiai 

adalah :  

1. Disertasi. Miftah Faridl yang berjudul “Perilaku Sosial Politik Kiai Di Tengah 

Masyarakat Transisi Kasus Di Wilayah Cirebon Dan Bandung” Penelitian ini 
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menjelaskan bahwa perilaku sosial politik Kiai memiliki banyak perbedaan, 

dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat dominan. Pertama, faktor 

kedudukan (posisi) sosial Kiai, yang dianggap mendatangkan kekuatan hebat 

karena pengaruhnya di masyarakat. Kedua, faktor kekuatan individual, ditandai 

dengan kuatnya pemikiran teologis yang menjadi landasan dalam perilaku yang 

diperankannya. Beliau menfokuskan penelitian disertasinya dalam 

mendeskripsikan  peran sosial politik Kiai dalam kehidupan sosial politik 

khususnya pada masyarakat transisi di wilayah Cirebon dan Bandung. Beliau 

memperoleh kesimpulan dalam penelitiannya, bahwa adanya hubungan yang 

signifikan antara kekuatan teologis (keyakinan terhadap ajaran agama) dengan 

perilaku sosial politik Kiai. Perbedaan penafsiran teologis atas ajaran agama 

para Kiai menjadi menjadi sebab kuat tentang adanya perbedaan perilaku sosial 

politik yang diperankan oleh Kiai tersebut. Secara umum penelitian ini 

memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, karena 

sama-sama meneliti perilaku politik Kiai, hanya saja ada beberapa perbedaan 

dengan penelitian penulis diantaranya adalah dalam hal tempat penelitian yang 

berbeda, fokus penelitian yang lebih umum dibandingkan penelitian penulis, 

faktor-faktor yang diindikasikan berpengaruh terhadap perbedaan dan 

perubahan perilaku politik Kiai yang mana beliau hanya membahas faktor 

teologis saja sementara penulis lebih menfokuskan kepada faktor 

keberagaamaan, serta tujuan daripada perilaku politik Kiai tersebut yang tidak 

dijelaskan dalam penelitian Miftah Faridl.    
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2. Disertasi Tri Joko Waluyo yang berjudul “Perubahan Orientasi Politik 

Masyarakat Air Tiris Kampar Riau Dalam Pemilihan Umum Terhadap Partai 

Politik Islam (Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 1999, 2004, 2009 Dan 

2014)” Penelitian ini menjelaskan bahwa untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi perubahan perilaku politik masyarakat Air Tiris Kampar Riau 

terhadap Partai-partai Politik Islam pada Pemilihan Umum 1999, 2004, 2009 

dan 2014 yang ditandai dengan semakin menurunnya perolehan suara Partai-

partai Politik Islam. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan orientasi 

politik para pemilih partai-partai politik Islam. penelitian menujukkan bahwa 

perubahan orientasi politik masyarakat Air Tiris dari mendukung partai-partai 

politik Islam menjadi mendukung partai-partai politik non Islam dipengaruhi 

oleh pertama, melemahnya pengaruh identitas agama atau “politik aliran”, 

kedua, melemahnya identifikasi atau loyalitas kepartaian, dan ketiga, peran 

dominan elit atau figur tokoh masyarakat. Penelitian ini agak beeberda dengan 

apa yang penulis teliti, yaitu penelitian ini lebih kepada meneliti perubahan 

perilaku politik pemilih yang didalamnya semua lapisan masyarakat sedangkan 

penulis fokus membahas tentang perubahan perilaku Kiai saja. Namun 

keduanya sama-sama membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

perubahan perilaku politik.  

3. Penelitian M. Dhuha Aniqul Wafa yang berjudul Peran Politik Kiai di 

Kabupaten Rembang dalam Pemilu Tahun 1994-2009, dalam Journal of 

Indonesian History jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Muhammadiyah.  Penelitian ini menjelaskan bahwa elite lokal saat ini tidak 
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hanya menjadi milik para pejabat pemerintah, namun juga sudah disandangkan 

kepada para Kiai. Hal ini dikarenakan seorang Kiai memiliki basis masa dan 

pengikut yang lazimnya tunduk dan patuh terhadap titah dan fatwanya. Hal ini 

yang menjadi alasan rasional bagi para elite politik untuk meminta dukungan 

dari seorang Kiai. Peran Kiai dalam penelitian ini disebutkan terbagi menjadi 

dua yaitu, Kiai sebagai tokoh politik dan tokoh agama. Kiai sebagai tokoh 

agama melakukan pendidikan melalui madrasah dan pesantren. Kiai sebagai 

tokoh politik dibuktikan dengan banyaknya tokoh politik yang berasal dari 

partai politik yang berasaskan Islam seperti PKB dan PPP yang mengajak para 

Kiai untuk melakukan kegiatan-kegiatan politik. Melibatkan Kiai dalam 

aktifitas politik dianggap dapat menjadi sarana untuk mendulang suara 

terutama bagi para pengikut Kiai tersebut dan umumnya bagi masyarakat 

umum yang mengagumi kharismanya. Pada akhirnya Kiai diasumsikan dapat 

menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah dan para tokoh politik 

dalam melakukan dialog dan interaksi politik serta Kiai berperan sebagai 

narahubung kebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan penelitian yang sedang 

penulis lakukan ada beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian ini 

dan penelitian penulis. Persamaannya adalah bahwa dalam penelitian ini sama-

sama membahas tentang peran politik Kiai yang secara implsisit menjelaskan 

juga tentang perilaku politik kia. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini 

lebih membahas kepada peran politik seorang Kiai secara umum dalam pemilu, 

disamping tempat penelitian juga yang menjadi perbedaan mendasar antara 

kedua penelitiani ini. 
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4. Mohammad Muchlis Sholichin yang berjudul “Perilaku Politik Kiai Di 

Pamekasan” dalam Jurnal KARSA, Vol. XV No. 1 April 2009. Penelitian ini 

menjelaskan bahwa Keterlibatan Kiai sebagai pemimpin agama di masyarakat 

Pamekasan tidak bisa menghindar dari kehidupan berpolitik. Dalam 

kepemimpinananya di partai politik ia menganut pola sentralistik-kharismatik 

sebagaimana ia terapkan di pesantren asuhannya. Untuk menggalang dukungan 

yang luas dari masyarakat Kiai menggunakan beberapa metode, yaitu metode 

persuasif dan aktif mempropagandakan partai politik tertentu melalui mediator 

yang biasanya diambil dari santri dan pengikut fanatiknya. Terdapat persamaan 

antara penelitian ini dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas 

tentang perilaku politik Kiai, dan model model perilaku politik Kiai. Namun 

keduanya memiliki perbedaan yaitu dalam penelitian ini tidak dibahas tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik Kiai, serta orientasi politik 

Kiai disamping perbedaan tentang tempat penelitian.  

 

 


